SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang:

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk

memperoleh persetujuan;

.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang telah disepakati antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 bulan September
tahun 2021;

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



9.

10.

11

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan



30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020
Nomor 78);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 47);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daaerah Kota Kediri Nomor 11);



37.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2020 Nomor 3);

38.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

. Daerah adalah Kota Kediri.
2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Kota Kediri.

. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar
Rp 1.428.487.199.778,00 bertambah sebesar Rp 191.320.795.162,00 sehingga
menjadi Rp 1.619.807.994.940,00 dengan perincian sebagai berikut:



1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp 1.225.576.071.899,00
b. Bertambah Rp 51.488.336.261,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.277.064.408.160,00

2. Belanja daerah

a. Semula Rp 1.428.487.199.778,00
b. Bertambah Rp 191.320.795.162,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.619.807.994.940,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 202.911.127.879,00
2) Bertambah Rp 139.832.458.901,00
Jumlah penerimaan pembiayaan Rp 342.743.586.780,00

setelah perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 342.743.586.780,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp 342.743.586.780,00

perubahan

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1,
bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 272.346.756.588,00

2) (berkurang) Rp (10.882.024.417,00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp 261.464.732.171,00
perubahan

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp 925.014.115.311,00
2) Bertambah Rp 61.944.487.733,00
Jumlah pendapatan transfer Rp 986.958.603.044,00

setelah perubahan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp 28.215.200.000,00
2) Bertambah Rp 425.872.945,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 28.641.072.945,00

setelah perubahan



Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 112.888.250.000,00

2) (berkurang) Rp (1.306.476.446,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 111.581.773.554,00
b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 18.917.716.600,00

2) (berkurang) Rp (5.717.887.100,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 13.199.829.500,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp 1.439.972.315,00
2) (berkurang) Rp (244.497.112,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 1.195.475.204,00
yang dipisahkan setelah perubahan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp 139.100.817.673,00
2) (berkurang) Rp (3.613.163.760,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah Rp 135.487.653.913,00
yang sah setelah perubahan
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 832.431.728.311,00
2) Bertambah Rp 71.733.913.240,00
Jumlah transfer pemerintah pusat Rp 904.165.641.551,00

setelah perubahan.

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 92.582.387.000,00

2) (berkurang) Rp (9.789.425.507,00)

Jumlah transfer antar daerah setelah Rp 82.792.961.493,00
Perubahan

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b, bersumber dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
1) Semula Rp 28.215.200.000,00
2) Bertambah Rp 425.872.945,00



Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan Rp  28.641.072.945,00
ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan.

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri

atas:

a. Belanja operasional

1) Semula Rp 1.330.896.725.617,00
2) Bertambah Rp 87.838.346.147,00
Jumlah belanja operasional Rp1.418.735.071.764,00

setelah perubahan
. Belanja Modal

1) Semula Rp 81.520.113.361,00

2) Bertambah Rp 67.374.949.015,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 148.895.062.376,00
. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 15.500.000.000,00

2) Bertambah Rp 36.117.500.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 51.617.500.000,00

. Belanja transfer

1) Semula Rp 570.360.800,00

2) (berkurang) Rp (10.000.000,00)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 560.360.800,00
Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri

atas:
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp 639.952.238.018,00
2) (berkurang) Rp (19.762.088.053,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 620.190.149.965,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 577.417.750.488,00
2) Bertambah Rp 93.273.277.222,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp 670.691.027.710,00

perubahan



C.

Belanja hibah

1) Semula Rp 86.948.443.061,00

2) (berkurang) Rp 2.640.214.218,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp  89.588.657.279,00

Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 26.578.294.050,00

2) Bertambah Rp 11.686.942.760,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp 38.265.236.810,00
Perubahan

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a.

Belanja modal tanah

1) Semula Rp 100.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja modal tanah setelah Rp 100.000.000,00
Perubahan.

Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 21.920.434.141,00

2) Bertambah Rp 34.612.828.844,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Rp  56.533.262.985,00
setelah perubahan.

Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp 33.121.685.655,00
2) Bertambah Rp 16.073.975.486,00
Jumlah belanja modal bangunan Rp 49.195.661.141,00

dan gedung setelah perubahan.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 23.553.017.805,00

2) Bertambah Rp 17.402.132.202,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan Rp 40.955.150.007,00
irigasi setelah perubahan.

Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 2.824.975.760,00

2) (berkurang) Rp (736.217.517,00)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya Rp 2.088.758.243,00
setelah perubahan

Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 22.230.000,00

Jumlah belanja modal aset lainnya Rp 22.230.000,00
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(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri

atas belanja tidak terduga yaitu :

a. Semula Rp 15.500.000.000,00

b. Bertambah Rp 36.117.500.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp 51.617.500.000,00
Perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas

belanja bantuan keuangan yaitu :

a. Semula Rp 570.360.800,00
b. (berkurang) Rp (10.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp 560.360.800,00
Perubahan
Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3,
terdiri atas penerimaan pembiayaan yang merupakan sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya yaitu :

1) Semula Rp 202.911.127.879,00
2) Bertambah Rp 139.832.458.901,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 342.743.586.780,00
perubahan
Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam
laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan

12



tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10.Lampiran X

11.Lampiran XI

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja  Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM,;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah
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Pasal 10
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Oktober 2021
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

-~

MUHLICINA A UDDIN, SH. MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022
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